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ABSTRAK 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERANAN CAMAT DALAM 

PEMBUATAN E-KTP 
(STUDY: KECAMATAN GUNUNG MERIAH 

OLEH 
CHAIRIL AKBAR PURBA 

NPM : 09.840.0153 

BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

Pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir banyak 
menyita perhatian berbagai pihak yang menyoroti masih lemahnya kinerja 
pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Tuntutan ini sejalan dengan wacana 
mengenai good governance yang berhubungan dengan pembuatan KTP, yang 
menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih 
dan berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, 
khususnya masyarakat. 

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat 
terdepan setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. Hal ini 
disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. 
Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan 
delegatit), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran yang 
disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan kondisi 
dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami kemudian 
menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. 

Penyelengaraan Pelayanan Publik khusunya pelayanan E-KTP oleh 
aparatur pemerintah merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 
dan serangkaian peraturan lainnya seperti Peraturan Presiden No 35 tahun 20 10 
menyatakan aturan tata cara dan implementasi teknis dari E-KTP yang dilengkapi 
dengan sidik jari dan chip. 

good governance yang berhubungan dengan pembuatan KTP, 
menggariskan perlunya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berwibawa, dengan memperhatikan pelayanan kepada para stakeholders, 
masyarakat. 

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan sistem penyelenggaraan 
pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat 

setelah kelurahan dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. 
disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan kelurahan. 
Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota (kewenangan 
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menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di kecamatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kecamatan sebagai bagian dari struktur dan system penyelenggaraan 

pemerintahan tingkat daerah, merupakan lapis kedua unit pelayanan masyarakat 

terdepan setelah kelurahan/desa dalam mengurusi berbagai kepentingan publik. 

Hal ini disebabkan terdapatnya hubungan hirarkis antara kecamatan dengan 

kelurahan/desa. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota 

(kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai peran 

yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. Perbedaan 

kondisi dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat memahami 

kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi yang ada di 

kecamatan. 

Hal ini dapat kita analisis pada pasal 126 ayat I Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Kecamatan dibentuk di 

wilayah Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan 

Pemerintahan" dan ayat 2 bahwa "Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat I 

dipirnpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 

sebagian wewenang Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota untuk menangani 

sebagai urusan otonomi daerah" 

Kecamatan dilihat dari system pemerintahan Indonesia, merupakan ujung 

tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat 

1 

kelurahan/desa. Melalui kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota 

(kewenangan delegatif), pemimpin kecamatan dapat melaksanakan berbagai 

disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya masing-masing. 

dan karakteristik wilayah yang menuntut camat untuk dapat 

kemudian menerjemahkannya ke dalam unit-unit internal organisasi 

kecamatan. 

Hal ini dapat kita analisis pada pasal 126 ayat I Undang-Undang 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Kecamatan dibentuk 

Kabupaten/Kota dengan Perda berpedoman pada 

Pemerintahan" dan ayat 2 bahwa "Kecamatan sebagaimana dimaksud 

dipirnpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
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luas. Kedudukan Kecamatan dalam hierarki pemerintahan kita memiliki peranan 

strategis di dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintahan kita. 

Salah satu tugas administrasi pemerintahan yang dibebankan kepada 

kecamatan adalah program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga E-

KTP. Program E-KTP ini merupakan kebijakan dari Kementrian Dalam Negeri 

Republik Indonesia yang mana memanfaatkan teknologi informasi dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat. E-KTP adalah kartu tanda penduduk 

elektronik yaitu, alat teknologi komunikasi pada era modern ini yang sangat 

popular di seluruh dunia misalaynya di negara-negara China, India, Jerman dan 

beberapa negara lainnya. 1 

E-KTP merupakan system kependudukan terbaru yang sudah diterapkan 

oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal I 0 I huruf a menjelaskan 

bahwa "Pemerintah memberikan Nomor Induk Kependudukan kepada setiap 

penduduk paling lambat 5 (lima) tahun". Hal ini berarti memerintahkan kepada 

pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk palaing lambat tahun 

20 1 1. Selain itu, Undang-Undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden 

Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional, dan 

kemudian Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 20 12 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 

1 http://capil.muaraenimkab.go.id/e-ktp-indonesia-masih-lebih-murah/ (diakses pada tanggal 3 

Desember 2013) 
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